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ABSTRAK 

Menurut JJ Rousseau, pada dasarnya hukum bersifat 

dinamis. Artinya, hukum dapat disesuaikan dengan berbagai 

kebutuhan dan perkembangan zaman. Hal tersebut relevan 

dengan keadaan negara yang kadang tidak menentu 

sehingga dihadapkan pada situasi yang bukan hanya tidak 

stabil, bahaya atau darurat. Problematik subtantif dan 

interpretasi menjadi hal yang rentan terjadi dalam produk 

darurat negara. Baik dalam tatanan teoritis maupun 

filosofis, menjadi ide pokok dalam penelitian ini. Indonesia 

memiliki bermacam model hukum yang digunakan 

menghadapi kedaruratan. Dua pengaturan kedaruratan 

dalam UUD 1945 diwakili oleh frasa “keadaan bahaya” 

dalam pasal 12 UUD 1945 dan frasa “kegentingan 

memaksa” dalam Pasal 22 UUD 1945. Juga ada Undang-

Undang Penanggulangan Bencana dan Undang-Undang 

Kekarantinaan Kesehatan, yang mana setiap peraturan 

memiliki karakter dan implikasi berbeda baik terhadap 

kekuasaan yang dihasilkan maupun mekanisme 

pengawasannya.  

Produk darurat negara yang telah diterbitkan oleh 

pemimpin negara dalam situasi darurat adalah PERPRES 

Nomor 82 Tahun 2020 Tentang Komite Penanganan 

COVID-19 Dan Pemulihan Ekonomi Nasional.  Untuk 

stabilitas ketatanegaraan dan demokrasi di Indonesia, 

terbitlah PKPU No 13 Tahun 2020 tentang pelaksanaan 

Pilkada serentak 2020 dalam kondisi bencana nonalam 

COVID-19. Yang mana melahirkan tanggung jawab 

pemerintah dalam bidang Kesehatan juga keselamatan jiwa 

masyarakat sebagaimana tercantum dalam Pasal 28H ayat 

(1) UUD 1945 bahwa “Setiap orang berhak hidup sejahtera 

lahir batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan 

hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh 

pelayanan kesehatan”. Disisi lain negara dalam hal ini 

pemerintah harus memenuhi hak demokrasi dan hak politik 

rakyat demi tetap terjaganya stabilitas bernegara. Terbitlah 
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Kebijakan KPU pada PKPU No 13 Tahun 2020 tentang 

kebijakan pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 dalam kondisi 

bencama Nonalam Pandemi COVID-19 dan perspektif 

maṣlaḥah mursalah. 

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa kebijakan 

KPU dalam PKPU No 13 Tahun 2020 merupakan maṣlaḥah 

mursalah, pelaksanaan Pilkada serentak sudah tepat demi 

kebaikan masyarakat dan maṣlaḥah. Karena dalam kondisi 

darurat negara yaitu pemerintah harus siap, cepat, tanggap 

dalam pengambilan kebijakan-kebijakan yang menimbulkan 

dampak positif terhadap masyarakat pada umumnya 

daripada timbul kerusakannya. Sesuai yang diatur dalam 

konstitusi tertinggi negara Republik Indonesia UUD 1945 

pada pasal 12 dan 22 tentang Darurat Negara.  

 

Kata Kunci : Tugas, Kebijakan, Pilkada Serentak 2020, 

COVID-19, Darurat Negara dan Maṣlaḥah Mursalah. 
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PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS 

PLAGIARISME 
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MOTTO 

 

“ Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi 

manusia lainnya ” 

(HR. Ahmad) 

 

“ Bergeraklah, karena sesungguhnya dalam 

pergerakan itu ada keberkahan ” 

( K.H. Abdullah Syukri Zarkasyi) 

 

“ Anak laki-laki tak boleh dihiraukan Panjang, 

hidupnya ialah dibuat berjuang, kalau perahunya 

telah dikayuhnya ke tengah, dia tak boleh surut 

palang, meskipun bagaimana besar gelombang. 

Biarkan kemudi patah, biarkan layer robek, itu lebih 

mulia daripada membalik Haluan pulang ” 

( Buya Hamka) 

 

“ Lebih baik kamu menangis karena berpisah 

sementara dengan anakmu yang menuntut ilmu 

agama, daripada kalau kamu sudah tua nanti 

menangis karena anak-anak kamu lalai terhadap 

urusan akhirat ” 

( KH. Hasan Abdullah Sahal)
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata 

Latin yang dipakai dalam pnyusunan skripsi ini 

berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri 

Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 

Republik Indonesia Nomor : 158/1997 dan 

0543b/U/1987. 

A. Konsonan Tunggal 

Huruf 

Arab 

Nama Huruf Latin Keterangan 

 Alif tidak ا

dilambangkan 

tidak 

dilambangkan 

 ba’ B Be ب

 ta’ T Te ت

 sa’ Ṡ es (dengan ث

titik di atas) 

 Jim J Je ج

 ha’ Ḥ ha (dengan ح

titik di bawah) 

 Kha’ Kh ka dan ha خ

 Dal D De د

 Zal Ż zet (dengan ذ

titik di atas) 

 ra’ R Er ر
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 Zai Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin Sy es dan ye ش

 Sad ṣ es (dengan ص

titik di bawah) 

 Dad ḍ de (dengan ض

titik di bawah) 

 ta’ Ṭ te (dengan ط

titik di bawah) 

 za’ Ẓ zet (dengan ظ

titik di bawah) 

 ain ‘ Koma terbalik‘ ع

di atas 

 Gain G Ge غ

 fa’ F Ef ف

 Qaf Q Qi ق

 

 Kaf K Ka ك

 Lam L ‘el ل

 Mim M ‘em م

 Nun N ‘en ن

 Waw W W و

 ha’ H Ha ه

 hamzah ‘ Apostrof ء

 ya’ Y Ye ي
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B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah 

 Ditulis Mutaʼaddidah متعد دة

 Ditulis ‘iddah عدة

 

C. Ta' Marbutah diakhir Kata 

1. Bila dimatikan ditulis h 

 Ditulis Hikmah حكمة

 Ditulis ʼillah علة

 (ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata 

Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, 

seperti salat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila 

dikehendaki lafal aslinya). 

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan 

kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h. 

 

 Ditulis Karâmah al-Auliyâʼ كرامةاالولياء

 

3. Bila taʼ marbutah hidup atau dengan harakat fathah, 

kasrah dan dammah ditulis t atau h 

 Ditulis Zakah al-Fitri زكاة الفطر
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D. Vokal Pendek 

 Fathah Ditulis لعف

Ditulis 

A 

Faʼala 

 Kasrah Ditulis كر ذ

Ditulis 

I 

Zukira 

 Dammah Ditulis هبذي

Ditulis 

U 

Yazhabu 

 

E. Vokal Panjang 

1 Fathah + alif 

 ةيلجاه

Ditulis 

Ditulis 

Â 

Jâhiliyyah 

2 Fathah + yaʼ mati 

 ىسنت

Ditulis 

Ditulis 

Â 

Tansâ 

3 Kasrah + yaʼ mati 

 كرمي

Ditulis 

Ditulis 

Î 

Karim 

4 Dammah + wawu mati 

 فروض

Ditulis 

Ditulis 

Û 

Furûḍ 

 

F. Vokal Rangkap 

1 Fathah + yaʼ mati 

 نكميب

Ditulis 

 Ditulis 

Ai  

Bainakum 

2 Fathah + wawu mati Ditulis Au 

 Ditulis Qaul قول 3
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G. Vokal pendek berurutan dalam Satu Kata 

Dipisahkan dengan Apostrof 

 منتأأ

 تركش نئل

Ditulis 

Ditulis 

Aʼantum 

Laʼin syakartum 

 

H. Kata Sandang Alif + Lam 

Kata sandang dalam tulisan Arab 

dilambangkan dengan huruf ال namun dalam 

transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata 

sandang yang dikuti oleh huruf syamsiyah dan kata 

sandang yang diikuti huruf qamariyah. 

1. Bila diikuti Huruf Qamariyyah kata sandang yang 

diikuti oleh huruf Qamariyyah ditransliterasikan 

sesuai dengan bunyinya 

 

 نارقلا

 القياس

Ditulis 

Ditulis 

Al-Qurʼân 

Al-Qiyâs 

 

2. Bila diikuti Huruf Syamsiyah ditulis dengan 

menggandakan Huruf Syamsiyah yang 

mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) 

nya. 

 السماء

 الشمس

Ditulis 

Ditulis 

As-Samâʼ 

Asy-Syams 
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I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat 

Ditulis menurut penulisnya 

 ذوي الفروض

 السنة أهل

Ditulis 

Ditulis 

Zawî al-Furûḍ 

Ahl as-Sunnah 

 

J. Huruf Kapital 

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf 

kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf 

tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital 

seperti yang berlaku dalam EYD, di antaranya, huruf 

kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama 

diri dan permulaan kalimat. Nama diri yang didahului 

oleh kata sandang, maka yang dituliskan dengan huruf 

kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal 

kata sandangnya. 

 

K. Pengecualian 

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada: 

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa 

Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum 

Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, 

zakat, dan sebagainya. 

2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun 

sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul 

buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan 
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sebagainya. 

3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, 

tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf 

Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri 

Soleh dan sebagainya. 

4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan 

kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-

Maʼarif dan sebagainya. 
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BAB I  

PENDAHUlUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Negara Indonesia merupakan negara hukum 

sebagaimana tercantum pada ketentuan Pasal 1 ayat (3) 

Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945. 

Kedudukan hukum di Indonesia difungsikan sebagai alat 

untuk menjaga keutuhan Negara Republik Indonesia. 

Negara hukum dengan segala sesuatu berkaitan tentang 

kekuasaan, peraturan, batasan-batasan dari rakyat dan 

untuk rakyat dengan   berlandaskan nilai-nilai Pancasila. 

Dipertegas dalam konstitusi tertinggi Negara Indonesia 

yaitu Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) Pasal 1 

ayat (2) yang meyatakan, “kedaulatan ada di tangan 

rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang 

dasar.”1 

Secara historis, upaya perubahan keberadaan 

kedaulatan rakyat terus dilakukan. Plato yang beranggapan 

bahwa kedaulatan rakyat dapat terwujud dalam suatu 

pemerintahan yang dipimpin oleh orang yang bijaksana.2 

Perubahan gagasan kedaulatan tersebut diiringi dengan 

perubahan terhadap cara rakyat memberikan mandat 

                                                      
1 Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 

1945. 
2 Nike K. Rumokoy, “Kedaulatan dan Kekuasaan dalam 

UUD 1945 dalam Pembentukan Hukum di Indonesia”dimuat pada 

Jurnal Hukum Unsrat, Vol. 23, No. 9, April 2017, hlm. 1. 
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terhadap penyelenggaraan kekuasaan negara. Prinsip 

kedaulatan rakyat pasca amandemen UUD 1945 memiliki 

mekanisme dalam melaksanakannya yaitu melalui 

Pemilihan Umum atau yang  biasa disingkat dengan 

Pemilu.  

Pemilu lahir dari konsepsi dan gagasan besar 

demokrasi yang merujuk pada John Locke dan Rousseau, 

yaitu ketajaman kebebasan, keadilan dan kesetaraan bagi 

individu dalam segala bidang. Dalam demokrasi, terdapat 

nilai-nilai partisipasi dan kedaulatan yang dijunjung tinggi 

dan harus dijalankan oleh warga negara dan instrument 

negara.3 Konsep kedaulatan rakyat dapat diarahkan secara 

langsung maupun secara tidak langsung. Dalam fase 

masyarakat yang masih sederhana, demokrasi 

diselenggarakan secara langsung seperti yang diterapkan 

pada masa Yunani kuno dalam konsep “city staate” atau 

negara kota.4 

Sebelum tahun 2005, Kepala Daerah dan Wakil 

Kepala Daerah dipilih oleh para Dewan Perwakilan 

Rakyat (DPRD). Namun sejak berlakunya UU No. 32 

Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, Kepala Daerah 

dipilih secara langsung oleh rakyat yang melalui 

                                                      
3 Faradhiba Rahma Bachtiar, “Pemilu Indonesia: Kiblat 

Negara Demokrasi dari berbagai Representasi”dimuat pada Jurnal 

Politik Profetik, Vol. 3, No. 1, 2014, hlm. 2. 
4 Jimly Asshiddiqie, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara 

Indonesia, (Jakarta : PT. Bhuana Ilmu Populer, Mei 2008) hlm. 153. 
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Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau 

bisa disingkat sebagai Pilkada. Pilkada pertama kali 

dilaksanakan di kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan 

Timur pada Juni 2005. Ketentuan umum mengenai Pilkada 

diatur dalam Pasal 18 Ayat ( 4) UUD 1945 yang 

menyatakan bahwa: “Gubernur, Bupati, dan Walikota 

masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah 

provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis“. 

Terhadap Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, 

pemilihan umumnya biasa disebut Pilkada.  

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 1 C Tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 

Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan 

Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang 

(selanjutnya disebut UU No. 8 Tahun 2015) dikatakan 

bahwa, “Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati 

dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota 

yang selanjutnya disebut pemilihan adalah pelaksanaan 

kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan Kabupaten/Kota 

untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan 

Wakil Bupati, serta Waliota dan Wakil Walikota secara 

langsung dan demokratis.5 

 

                                                      
5 Wasistiono, S., & Sumihardjo, T. Kapita Selekta: 

Manajemen Pemerintahan Daerah, (Bandung: Vokus Media, 2003), 

hlm. 122. 
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Kualitas Pilkada dapat ditentukan oleh produk dari 

Pilkada itu sendiri, yakni mampu menghasilkan pemimpin 

yang baik dan berkualitas. Pilkada langsung atau serentak 

diharapkan mencetak Kepala Daerah yang lebih akuntabel 

dan responsif dalam mengantarkan pelayanan publik dan 

kesejahteraan yang lebih baik bagi warga masyarakat di 

daerah tersebut. Hal ini mewajibkan kepada setiap partai 

politik untuk mengusung calon yang memiliki kapabilitas 

sebagai pertimbangan dalam merekrut calon, tidak hanya 

dari sudut financial sebagaimana kecendrungan yang ada 

saat ini. Pilkada langsung atau serentak dalam 

penyelenggaraannya berdampak menghasilkan kepala 

daerah yang mendapat dukungan secara luas dari rakyat 

sehingga memiliki legitimasi yang kuat.  

Selain itu juga menjadikan suara rakyat menjadi 

sangat berharga, sehingga rakyat mendapat perhatian yang 

sangat besar dari kepala daerah dan pemerintah daerah.6  

Dalam proses penyelenggaraan Pilkada Serentak 

tentunya ada banyak problematika yang terjadi, dimana 

komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai Lembaga 

independen dalam sistem ketatanegaraan Indonesia 

menjadi penyelenggara pemilu dengan tugas, wewenang 

dan kewajiban yang diatur dalam pasal 8 Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 2007 tentang penyelenggaraan Pemilihan 

                                                      
6  Wasistiono, S., & Sumiharjo, T. Kapita Selaka : 

Manajemen Pemerintahan Daerah. ( Bandung:  Vokus Media, 2003), 

hlm 122. 
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Umum. Tentunya Komisi Pemilihan Umum (KPU) sudah 

mengantisipasi apabila ada suatu masalah atau kendal-

kendala yang akan terjadi dikemudian hari seiring belajar 

dari pengalaman penyelenggaraan Pilkada Serentak 

kurang lebih sejak disahkannya UU Nomor 8 Tahun 2015, 

Pilkada serentak diselenggarakan secara serentak 

bertujuan terciptanya efektifitas dan efisiensi anggaran.7 

Pada akhir tahun 2019 hingga sekarang, seluruh 

negara didunia sedang mengalami dan memerangi becana 

nonalam  COVID-19. Sehingga tidak sedikit negara 

seperti Selandia Baru, Hongkong, Bolivia, Korea Selatan, 

Singapura yang terpaksa menunda pelaksanaan pemilu 

guna mengedalikan, menanggulangi dan mengurangi 

penyebaran COVID-19. 

Indonesia sendiri juga menunda pelaksanaan Pilkada 

Serentak 2020, pemerintah tepatnya Komisi Pemilihan 

Umum (KPU) mengeluarkan PKPU Nomor 13 Tahun 

2020, Tentang perubahan kedua atas  Peraturan Komisi 

Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang 

Pelaksanaan Pilkada Serentak Lanjutan Dalam Kondisi 

Bencana nonalam COVID-19.  

Pada akhirnya, keputusan ini menuai banyak pro dan 

kontra dari berbagai tokoh politik sampai ormas 

                                                      
7 Indaru Setyo Nurprojo, “Pilkada Serentak dan Demokrasi 

yang Cedera: Belajar dari Purbalingga,” dimuat pada jurnal Politik 

Indonesia: Indonesian Political Science Review 1 (2) 120-135, Vol. 

15, No. 2, hlm. 121. 
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masyarakat, bagaimana bisa ditengah kondisi bencana 

nonalam COVID-19 ini pemerintah dalam hal ini KPU 

(komisi pemilihan umum) mengambil kebijakan dengan 

mengeluarkan PKPU Nomor 13 Tahun 2020, Tentang 

perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum 

Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pilkada 

Serentak 2020 Lanjutan Dalam Kondisi Bencana nonalam 

COVID-19. Dengan tetap menyelenggarakan Pilkada 

serentak dengan berbagai pertimbangan, konsekuensi dan 

bertambahnya anggaran pengeluaran karena 

pelaksanaannya ditengah kondisi krisis ekonomi akibat 

wabah COVID-19. Serta pelaksanaan Pilkada yang wajib 

dengan protokol kesehatan juga mempengaruhi antusias 

masyarakat terhadap hak pilih mereka karena kondisi 

kesehatan dan psikis mereka ditengah pandemi COVID-

19. 

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik 

mengkaji dan menganalisis mengenai “Kebijakan Pilkada 

Serentak 2020 Dalam Kondisi Bencana nonalam COVID-

19 Perspektif Mashlahah Mursalah”, dengan pasal yang 

menjadi focus kajian peneliti yaitu Peraturan Komisi 

Pemilihan Umum (PKPU)  No 13 Tahun 2020 Tentang 

perubahan kedua atas  Peraturan Komisi Pemilihan Umum 

Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pilkada 

Serentak 2020 Lanjutan Dalam Kondisi Bencana nonalam 

COVID-19. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peniliti 

menarik beberapa rumusan masalah yang akan 

dianalisis sebagai berikut : 

1. Apa Alasan-Alasan Kebijakan Pilkada serentak 

2020 Menurut Komisi Pemilihan Umum pada 

Peraturan Komisi Pemilihan Umum  No 13 

Tahun 2020 Tentang perubahan kedua atas 

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 

Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan 

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan 

Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil 

Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi 

Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 

(COVID-19) ? 

2. Bagaimana Perspektif Maslahah Mursalah 

Tentang Pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 

Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam 

Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) ? 

C. Tujuan dan Kegunaan 

1. Tujuan Penelitian 

1) Untuk mengetahui dan mempelajari apa 

Alasan-Alasan Kebijakan Pilkada serentak 

menurut Komisi Pemilihan Umum pada 

Peraturan Komisi Pemilihan Umum  No 13 
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Tahun 2020 Tentang perubahan kedua atas 

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 

6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan 

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, 

Bupati dan  Wakil Bupati, dan/atau Wali 

Kota dan Wakil Wali Kota Serentak 

Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam 

Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). 

2) Untuk mengetahui bagaimana Perspektif 

Maslahah Mursalah Tentang Pelaksanaan 

Pilkada Serentak 2020 Lanjutan Dalam 

Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus 

Disease (COVID-19). 

2. Kegunaan Penelitian 

Kegunaan atau manfaat yang dapat diambil 

dari penelitian ini antara lain sebagai berikut : 

A. Secara teoritis, penilitian ini diharapkan 

mampu memberikan manfaat untuk 

perkembangan ilmu hukum tatanegara pada 

umumnya, serta memberikan sumbangan 

pemikiran, dan lebih khusus mengenai 

Kebijakan Pilkada Serentak 2020 Lanjutan 

Dalam Kondisi Bencana Nonalam COVID-

19 Perspektif Maslahah Mursalah. 

B. Secara praktis, penelitian ini diharapkan 

mampu memberikan informasi dan 
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masukan kepada: 

a. Kalangan akademis guna menambah 

wawasan praktis dalam khasanah ke-

Bangsaan dan ke-Islaman khususnya 

dalam bidang hukum tata negara yang 

menyangkut pada Kebijakan KPU dalam 

PKPU No 13 Tahun 2020 tentang 

pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 

Lanjutan Dalam Kondisi COVID-19 

Perspektif Maslahah Mursalah. 

b. Masyarakat umum yang tertarik untuk 

mengetahui bagaimana Kebijakan KPU 

dalam PKPU No 13 Tahun 2020 tentang 

pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 

Lanjutan Dalam Kondisi COVID-19 

Perspektif Maslahah Mursalah. 

D. Telaah Pustaka 

Penulis melakukan penelusuran dengan tema 

terkait mengenai “Kebijakan KPU dalam PKPU No 

13 Tahun 2020 tentang pelaksanaan Pilkada Serentak 

2020 Lanjutan Dalam Kondisi COVID-19 Perspektif 

Maslahah Mursalah” dan penulis menemukan adanya 

literatur-literatur yang sejalan dengan tema yang 

diambil oleh penulis. Sehingga dapat digunakan 

sebagai penunjang dalam penelitian ini. Maka dari itu, 

untuk menghindari adanya plagiasi, perlu untuk 
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mengetahui perbedaan penelitian yang dilakukan oleh 

penulis dengan penelitian-penelitian yang telah  ada 

sebelumnya. Adapun literatur-literatur terkait tersebut 

adalah sebagai berikut:  

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Azwir 

Fahmi Harahap dengan judul “Tinjauan Hukum 

Pemilihan Umum Kepala Daerah Secara Serentak di 

Indonesia”.8 Secara umum dalam karya skripsi ini 

penulis membahas mengenai pelaksanaan pemilihan 

Kepala Daerah secara langsung dengan memberi 

masukan format yang tepat tanpa menghilangkan 

esensi Konstitutional dalam menentukan Kepala 

Daerah yang berkapasitas dalam tata kelola 

pemerintahan yang baik (good Govermance). Dalam 

Skripsi ini penulis menganalisis dengan menggunakan 

perspektif hukum. 

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Alaika Fuadi 

dengan judul “Perilaku Masyarakat Desa Kalirejo 

dalam Pilkada Serentak 2015 di Kabupaten 

Semarang”. Secara umum, skripsi ini membahas 

mengenai bagaiamana cara dan respon  masyarakat 

Kalirejo dalam memilih calon pemimpin dalam 

Pilkada Serentak 2015 belum sepenuhnya berdasarkan 

kriteria perilaku sehari-hari serta kredibilitas calon 

                                                      
8 Azwir Fahmi Harahap, “Tinjauan Hukum Pemilihan Umum 

Kepala Daerah Secara Serentak Di Indonesia” , Skripsi Fakultas 

Hukum Universitas Sriwijaya, 2018. 
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pemimpin itu sendiri. Kesimpulan pada skripsi ini 

adalah masyarakat desa Kalirejo cukup partisipatif, 

jujur dan adil dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 

2015. walaupun ada beberapa oknum yang masih 

menerima money politic oleh kandidat calon petahana, 

yang menimbulkan keberimbangan masysarakat 

antara percaya dan tidak percaya bahwa pemimpin 

baru bisa membawa perubahan ke arah Semarang 

yang lebih baik, masyarakat Desa Kalirejo tetap 

antusias dalam memberi respon positif dengan 

mayoritas masyarakatnya menggunakan hak pilihnya 

dalam Pilkada serentak 2015 atas kesadaran sebagai 

warga negara.9 

Ketiga, Karya skripsi yang ditulis oleh Puspa 

Dewi dengan judul “Implementasi Undang-Undang 

Nomor 8 Tahun 2015 Pasal 73 Ayat 1 Dalam Pilkada 

Serentak 2015 di Kabupaten Sleman Perspektif 

Maslahah Mursalah”. Dalam karya skripsi tersebut 

penulis membahas terkait peran penting Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 2015 Pasal 73 ayat 1 yang 

mengatur larangan bagi siapapun yang melakukan 

politik uang (money politic) dan upaya panitia 

penyelenggara pemilu dalam penanggulangan politik 

uang di Kabupaten Sleman pada Pilkada serentak 

                                                      
9 Alaika Fuadi, “Perilaku Pemilihan Masyarakat Desa 

Kalirejo Dalam Pilkada Serentak 2015 di Kabupaten Semarang”, 

Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Kalijaga, 2018. 
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tahun 2015. Karya skripsi penulis ini menggunakan 

perspektif maslahah mursalah.10 

Keempat, Jurnal yang ditulis oleh Aprista 

Ristyawanti dengan judul “Efektifitas Pelaksanaan 

Pilkada Serentak 2020 Pada Masa Pandemi Darurat 

COVID-19 Di Indonesia”. Dalam jurnal ini penulis 

membahas mengenai dampak negatif dan positif 

dengan tetap diselenggarakannya Pilkada serentak 

2020 ditengah pandemi COVID-19 dan bagaimana 

upaya-upaya yang dapat ditempuh agar pilkada 

serentak 2020 dapat terlaksana dengan baik. 

Kesimpulan pada jurnal ini adalah upaya-upaya agar 

pilkada serentak 2020 dapat terlaksana dengan baik 

antara lain meningkatkan pengawasan protocol 

kesehatan, tetap menjunjung integritas dalam 

penyelenggaraan pilkada, harus ada komitmen yang 

baik untuk peserta pilkada maupun pelaksana dan 

kedisiplinan masyarakat itu sendiri.11 

Kelima, Jurnal yang ditulis oleh Felisitas 

Anjani, Patrimonial Akbar Nuncamas dan Samuel 

Todo Bungajalan Simarmata dengan judul “Implikasi 

                                                      
10 Puspa Dewi, “Implementasi Undang-Undang Nomor 8 

Tahun 2015 Pasal 73 Ayat 1 Dalam Pilkada Serentak 2015 di 

Kabupaten Sleman Perspektif Maslahah Mursalah”, Skripsi Fakultas 

Syari’ah dan Hukum UIN Kalijaga, 2019. 
11 Aprista Ristyawati,“Efektifitas Pelaksaan Pilkada 

Serentak 2020 Pada Masa Pandemi Darurat Covid-19 Di 

Indonesia”, Jurnal Hukum Universitas Diponegoro, Vol.02 No. 02 

November, 2020. 
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Hukum Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 

13 Tahun 2020 Terhadap Pelaksanaan Kampanye 

Politik Pilkada 2020”. Dalam jurnal ini penulis 

membahas bagaimana pelaksanaan pilkada serentak 

2020 ditengah pandemi COVID-19 tanpa 

membahayakan kesehatan masyarakat Indonesia 

dengan dikeluarkannya peraturan komisi pemilihan 

umum (KPU) Nomor 13 Tahun 2020 yang mengatur 

jalannya pilkada 2020 dan ketentuan berjalannya 

kampanye politik dengan baik dan akibat hukum bagi 

pelanggar peraturan tersebut. 12 

Keenam, Jurnal yang ditulis oleh Muhammad 

Ananda, Rakhmat Noprliardy dan Fathan Ansori 

dengan judul: “Tinjauan Yuridis Terhadap Peraturan 

Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 

Tentang Pemilihan Kepala Daerah Serentak di saat 

Pandemi COVID-19”. Dalam jurnal ini penulis 

membahas  analisis bagaimana proses atau system 

yang diterapkan oleh KPU dalam Peraturan Komisi 

Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang 

pemilihan kepala daerah dimasa pandemi COVID-19. 

Bagaimana supaya tidak terjadi kekosongan pejabat 

                                                      
12 Felisitas Anjani, Patrimonial Nuncamas, Samuel Todo 

Bungajalan Simarmata, “Implikasi Hukum Peraturan Komisi 

Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Terhadap Pelaksanaan 

Kampanye Politik Pilkada 2020”, Jurnal Klik Legal, 07 Desember 

2020. 
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dalam suatu pemerintahan akibat penundaan 

Pemilihan Kepala Daerah, supaya fungsi-fungsi 

jabatan pemerintahan berjalan dengan baik 

sebagaimana mestinya.13  

E. Kerangka Teoritik  

a. Maṣlaḥah Mursalah 

Sebelum mengenal arti Maslahah Mursalah, 

Secara etimologi Maslahah berasal dari turunan kata 

Bahasa arab Shaluha-Yasluhu-Shalih yang artinya baik 

yaitu lawan dari buruk atau rusak. Kata Maslahah adalah 

singular dari kata Mashalih yang merupakan masdar dari 

Ashlaha berarti ‘mendatangkan kebaikan atau menolak 

kerusakan.”14 Sedangkan kata Mursalah artinya “terlepas 

bebas”, “tidak terikat dengan dalil agama (al-Qur’an dan 

al-Hadits) yang membolehkan atau yang melarangnya.”15  

Maṣlaḥah Mursalah atau yang juga biasa disebut 

Istishlah, yaitu apa yang dipandang baik oleh akal, dengan 

tujuan syara’ dala0m menetapkan hukum, namun tidak ada 

petunjuk syara’ yang menolaknya.16 Al-Maslahah 

                                                      
13 Muhamad Ananda, Rakhmat Noprliandry, Fathan ansori, 

“Tinjauan Yuridis Terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum 

Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Pemilihan Kepala Daerah Serentak di 

Saat Pandemi COVID-19”. Jurnal Universitas Islam Kalimatan. 2021. 
14 Munawar Kholil, Kembali Kepada al-Quran dan as-

Sunnah, (Semarang: Bulan Bintang, 1955), hlm. 43. 
15 Muhammad Yunus, Kamus Arab Indonesia, (Jakarta: 

Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah dan Penafsir al-Qur’an, 1973), 

hlm. 219. 
16 Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh, (Jakarta: Prenanda Media 

Grup, 2011), hlm. 354. 
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Mursalah artinya mutlak (umum), menurut istilah ulama 

ushul fiqh adalah kemaslahatan yang oleh syar’i tidak 

dibuatkan hukum untuk mewujudkannya, tidak ada dalil 

syara’ yang menunjukkan dianggap atau tidaknya 

kemaslahatan itu. Ia disebut mutlak (umum) karena tidak 

dibatasi oleh bukti dianggap atau bukti disia-siakan.17 

Badran Abu Al-‘Ainain mendefinisikan Maṣlaḥah 

Mursalah adalah yang tidak diketahui dari syariat adanya 

dalil yang membenarkan atau membatalkan.18 Menurut 

Ramadhan Al-Buthi hakikat Maṣlaḥah Mursalah adalah 

setiap manfaat yang tercakup kedalam tujuan syara’ tanpa 

ada dalil yang membenarkan atau membatalkan.19 

Suatu kebijakan dan keputusan yang ditempuh oleh 

seorang pemimpin atau hakim harus sejalan dengan 

kepentingan umum dan kemaslahatan. 

Disebutkan dalam kaidah Fiqhiyyah:  

 

 تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة

Tasharruful Imam ‘Ala al Ra’iyyah Manutun Bi Al-

Mashlahat yang berarti bahwa kebijakan seorang 

pemimpin terhadap rakyatnya bergantung pada 

                                                      
17 Abdul Wahab Khallaf, Ilmu Ushul Fiqh, (Jakarta: Pustaka 

Amani, 2003), hlm. 110. 
18 Badran Abu Al-‘Aynain, Ushul Fiqh Al-islami, 

(Iskandariah:Muassasah Syababal Jami’ah, tth.), hlm. 209. 
19 Said Ramadhan Al-Buthi, Dhawâbith al-Mashlahah fi as-

Syari’ah Al-Islâmiyah, (Damaskus: Maktabah al-Amawiyah), hlm. 99. 
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kemaslahatan.20 Tindakan dan kebijaksanaan yang diambil 

oleh seorang pemimpin atau penguasa harus sesuai dan 

sejalan dengan kepentingan umum bukan untuk 

kepentingan golongan atau kelompok tertentu. Dapat 

dikatakan bahwa Mashlahah Mursalah itu difokuskan 

terhadap lapangan yang tidak terdapat dalam nash, baik 

dalam Al-Qur’an maupun As-Sunnah yang menjelaskan 

hukum-hukum yang ada penguatnya melalui I’tibar, yaitu 

peninjauan terhadap berbagai hal dengan maksud untuk 

dapat diketahui sesuatunya yang sejenis.21 Juga 

difokuskan pada hal-hal yang tidak didapatkan adanya 

ijma’ atau qiyas yang berhubungan dengan kejadian 

tersebut. 22 

Abdul Wahhab Khallaf menjelaskan beberapa 

persyaratan dalam memfungsikan Maslahah Mursalah, 

yaitu:23 

1) Sesuatu yang benar-benar dianggap maslahat itu 

haruslah berupa maslahat yang hakiki yaitu yang 

benar-benar akan mendatangkan kemanfaatan 

atau menolak kemudharatan, bukan berupa 

dugaan belaka dengan hanya mempertimbagkan 

                                                      
20 Abdul Mujib, Kaidah-kaidah Ilmu Fiqh, (Surabaya: Kalam Mulia, 

2001), hlm. 61. 
21 M. Solahudin, Ulumul Hadist Cet. 1, (Bandung: CV Pustaka 

Setya, 2009), hlm. 14. 
22 Abdul Wahab Khallaf, Ilmu Ushul Fiqh, (Jakarta: Pustaka Amani, 

2003), hlm. 152. 
23 Efendi Satria, Ushul Fiqh, (Jakarta: Prenada Media, 2003), 

hlm. 152. 
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adanya kemanfaatan tanpa melihat kepada akibat 

negatif yang ditimbulkannya. 

2) Sesuatu yang dianggap mashlahat itu hendaklah 

berupa kepentingan umum, bukan kepentingan 

pribadi.24 

3) Sesuatu yang dianggap mashlahah itu tidak 

bertentangan dengan ketentuan yang ada 

ketegasan dalam Al-Qur’an atau Sunnah. 

Imam Al-Ghazali melihat  bahwa kemaslahatan 

harus sejalan dengan tujuan syara’, sekalipun bertentangan 

dengan tujuan manusia karena kemaslahatan manusia 

tidak selamanya didasarkan kepada kehendak syara’ sebab 

itu harus sesuai kehendak dan apa yang dimaksud oleh 

tujuan syara’.25 

b. Perbandingan Hukum 

Istilah “perbandingan hukum” merupakan 

kegiatan memperbandingkan sistem hukum yang satu 

dengan sistem hukum yang lain. Yang dimaksudkan 

dengan memperbandingkan disini ialah mencari dan 

mensinyalir perbedaan-perbedaan serta persamaan-

persamaan dengan memberi penjelasannya meneliti 

bagaimana pemecahan yuridisnya di dalam praktek serta 

faktor-faktor non-hukum yang mana saja 

                                                      
24 Ibid., hlm 153. 
25 Abd Haq, dkk, Formulasi Nalar Fiqh Telaah Konseptual, ( 

Surabaya: Khalista. 2006), hlm 237. 
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mempengaruhinya.26 Penjelasannya hanya dapat diketahui 

dalam sejarah hukumnya, sehingga perbandingan hukum 

yang ilmiah memerlukan perbandingan sejarah hukum ( 

Van Apeldoorn, 1954: 330). 27 Jadi memperbandingkan 

hukum bukanlah sekedar untuk mengumpulkan peraturan 

perundang-undangan saja dan mencari perbedaan serta 

persamaan saja. Akan tetapi perhatian yang paling 

mendasar dalam perbandingan hukum ditinjau kepada 

pertanyaan sampai seberapa jauh peraturan perundang-

undangan atau kaidah yang tidak tertulis itu dilaksanakan 

di dalam masyarakat. Untuk itu dicarilah perbedaan dan 

persamaan dari perbandingan hukum ini dapat diketahui 

bahwa disamping banyak perbedaan juga ada kesamaan. 

Hendri C Black dalam Soerjono Soekanto 

mendefinisikan perbandingan hukum sebagai “the study of 

the legal science by the comparison of various system of 

law”. Menurutnya, ada suatu kecendrungan untuk 

mengkualifikasikan perbandingan hukum sebagai metode 

karena yang dimaksud sebagai perbandingan adalah 

“proceeding by the method of comparison”. Hal senada 

juga paparkan Lando dalam Soekanto mengenai 

perbandingan hukum, menurutnya perbandingan hukum 

merupakan suatu ilmu (ilmu cabang) yang kemudian juga 

                                                      
26 Sunarjati Hartono, Kapita Selekta Perbandingan Hukum, 

(Bandung: PT Citra Aditya Bakti,1988), hlm 54. 
27 Djaja S. Meliala, Hukum di Amerika Serikat, suatu studi 

perbandingan, (Bandung: Tarsito, 1977), hlm 89. 
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menjadi metode dalam kajiannya.28 

Dalam memperbandingkan hukum dikenal dua 

cara, yaitu memperbandingkan secara makro dan secara 

mikro. Perbandingan secara makro adalah suatu cara 

memperbandingkan masalah-masalah hukum pada 

umumnya, seperti membandingkan hukum suatu negara 

dengan negara lain secara umum. Tidak ada Batasan tajam 

antara perbandingan secara makro dan mikro. Hukum 

yang telah diketahui dan akan diperbandingkan disebut 

“comparatum”, sedangkan hukum yang akan 

diperbandingkan dengan yang telah diketahui disebut 

“comparandum”. Setelah diketahui kedua hukum itu, perlu 

ditetapkan apa yang akan diperbandingkan, misalnya 

mengenai perjanjian, pengambilan kebijakan dan 

sebagainya, ini disebut “tertium comparatium”.  

Menurut Tahir Tungadi, seperti dikutip oleh 

Seperti dikutip oleh Soeroso, dalam perbandingan hukum 

dapat dipergunakan:  

a. Metode perbandingan hukum terapan, yaitu 

mempergunakan hasil perbandingan hukum 

deskriptif untuk memilih mana dari pranata-

pranata hukum itu diatur di dalam berbagai 

sistem hukum tanpa adanya penganalisaan 

lebih lanjut. 

                                                      
28 Soerjono Soekanto, 2001, Pengantar Penelitian Hukum. 

Jakarta: UI Press, hlm. 258. 
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b. Metode perbandingan hukum terapan, yaitu 

mempergunakan hasil perbandingan hukum 

deskriptif untuk memilih mana dari 

pranata-pranata hukum yang diteliti itu 

paling baik serta cocok untuk diterapkan. 

Metode ini digunakan untuk kepentingan 

lembaga-lembaga legislatif untuk 

menyusun rancangan undang-undang, oleh 

pengacara dan notaris untuk pembuatan 

kontrak, oleh hakim untuk menjatuhkan 

keputusan- keputusan yang tepat, atau oleh 

pemerintah untuk mengambil putusan yang 

adil. 

c. Perbandingan hukum modern telah 

menggunakan metode kritis, realistis dan 

tidak dogmatis. Kritis bermakna tidak 

mementingkan perbedaan atau persamaan 

dari berbagai sistem hukum semata, 

realistis bermakna perbandingan hukum 

bukan saja meneliti perundang-undangan, 

keputusan pengadilan atau doktrin, tidak 

dogmatis bermakna karena perbandingan 

hukum tidak hendak terkekang dalam 

kekakuan dogma-dogma  seperti  yang  
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sering terjadi pada tiap-tiap tata hukum.29  

 Kegunaan dari penerapan perbandingan hukum 

adalah untuk memberikan pengetahuan tentang 

persamaan dan perbedaan antara berbagai bidang dan 

sistem hukum, serta pengertian dan dasar sistem 

hukum. Dengan pengertian tersebut akan mudah 

mengadakan unifikasi, kepastian hukum, dan 

penyederhanaan hukum. Hasil-hasil perbandingan 

hukum akan bermanfaat bagi penerapan hukum dalam 

masyarakat. 

F. Metode Penelitian 

Metode penelitian adalah suatu cara tindakan 

menurut sistem aturan yang bertujuan agar kegiatan 

praktis terlaksana secara terarah dan sistematis sehingga 

memperoleh hasil yang maksimal.30 Untuk mencapai 

tujuan dalam melakukan penelitian metode penelitian 

merupakan hal penting yang diharapkan sesuai pokok 

masalah sebagaimana penyusun uraikan diatas. Maka 

dibutuhkan langkah-langkah dalam melaksanakan 

penelitian sebagaimana berikut: 

1. Jenis Penelitian 

 Jenis penelitian yang digunakan dalam 

penulisan skripsi ini merupakan metode penelitian 

                                                      
29 Soeroso, 2007, Perbandingan Hukum Perdata, Jakarta : Sinar 

Grafika, hlm 24. 
30 Anton Banker, Metode-Metode Filsafat, (Jakarta: Graha 

Indonesia, 1998), hlm. 6. 
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Pustaka (library research). Penelitian Pustaka 

(library research) merupakan pendekatan 

penelitian kualitatif dengan menyelesaikan 

masalah penelitian dari berbagai sumber buku-

buku, jurnal, majalah, naskah, dokumen dan karya 

ilmiah lainnya yang berkaitan dengan pembahasan 

masalah penelitian. sehingga akan diperoleh data 

yang lebih kemprehensif, valid, reliabel dan 

objektif. 

2. Sifat Penelitian 

 Penelitian ini bersifat deskriptif analitik, 

yaitu sebuah penelitian yang bertujuan untuk 

mengungkapkan suatu masalah atau keadaan atau 

peristiwa sebagai mana adanya, sehingga dapat 

mengungkapkan fakta (fact finding) yang   

sebenarnya.31 Penguraian secara teratur seluruh 

konsep yang ada relevansinya dengan penelitian 

yang dibahas. Selanjutnya mengumpulkan data, 

mengklarifikasi, menggambarkan, kemudian 

menganalisis data secara mendalam dan 

komprehensif sehingga memperoleh gambaran dari 

objek penelitian sehingga mempermudah peneliti 

dalam menganalisis dan menyimpulkan hasil 

penelitian.  

                                                      
31 Hadari Nawawi, Metode Penelitian Sosial, (Yogyakarta: 

Gajah Mada Press, 1993), hlm, 31. 



 

23 

 Dalam penelitian ini penulis akan 

memaparkan bagaimana Kebijakan Pilkada 

Serentak 2020 menurut Peraturan Komisi 

Pemilihan Umum  No 13 Tahun 2020 Tentang 

Pelaksanaan Pilkada Serentak Lanjutan Dalam 

Kondisi Bencana Nonalam COVID-19 Perspektif 

Mashlahah Mursalah. 

3. Pendekatan Penelitian 

  Pendekatan yang digunakan penulis dalam 

penelitian adalah yuridis-normatif.32 Dan 

sosiologis sebagai pendukung dalam penelitian ini 

peneliti mencari data dari pustaka. Sedangkan fakta 

empiris berupa adanya bencana nonalam COVID-

19 yang melanda bangsa Indonesia dan dunia. 

Kemudian hal tersebut dikaji dengan teori 

Maṣlaḥah Mursalah. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

 Dalam pengumpulan data, agar didapat 

data yang valid dan aktual penulis menggunakan 

teknik pengumpulan data sebagai berikut:  

a. Literatur atau Studi kepustakaan.  

Data diperoleh dengan cara membaca, 

mempelajari, mengkaji dan menganalisis data baik 

dari data primer maupun sekunder. Yakni buku 

                                                      
32 http://haryantokusumo,Wordpress.com/” perbedaan-

penelitian-hukum-normatif-dan-sosiologis”. (diakses pada tanggal5-6-

2021,pkl: 20.00 WIB) 

http://haryantokusumo/
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yang relevan, jurnal, berita dan peraturan 

perundang- undangan yang membahas mengenai 

Kebijakan Pilkada Serentak 2020 menurut PKPU 

No 13 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pilkada 

Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana 

Nonalam COVID-19. 

5. Sumber Data 

A. Data Primer 

Data primer atau data pokok dalam 

penelitian ini adalah data yang diperoleh dari 

buku-buku, undang-undang, peraturan pemerintah, 

peraturan menteri, peraturan pemerintah daerah, 

dan data-data pendukung lainnya.33 

B. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data pendukung yang 

diperoleh langsung dari bahan hukum yang dapat 

membantu menjelaskan data primer sebagai 

sumber utama.34 Yakni dapat berupa publikasi 

tentang hukum yang merupakan dokumen tidak 

resmi seperti buku-buku, jurnal, artikel dan skripsi  

yang bersangkutan langsung dengan pilkada 

serentak. 

 

 

                                                      
33 Pater Muhamad Marzuki, Pengantar Metode Penelitian 

Hukum, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 30. 
34 Ibid. 
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6. Analisis Data 

Data yang telah terkumpul kemudian di 

analisis yang dilakukan dengan dua tahap yaitu, 

pertama mengidentifikasi data secara sistematis 

dengan membuat klasifikasi bahan-bahan hukum 

tertulis, dari peraturan perundang-undangan terkait 

kebijakan dan pelaksanaan pilkada serentak, buku, 

hingga jurnal terkait kebijakan dan pelaksanaan 

pilkada serentak 2020 dalam bencana nonalam 

COVID-19. Selanjutnya menginterpretasikan dan 

menganalisis sesuai permasalahan dengan 

berdasarkan kerangka teori Maṣlaḥah Mursalah. 

Kedua Data yang telah terkumpul secara kualitatif 

dianalisis dengan pola analisis deduktif. Kemudian 

ditarik sebuah kesimpulan yang bersifat khusus. 

Kemudian data-data dideskripsikan secara jelas 

dan diambil isinya dengan menggunakan content 

analisys. Selanjutnya bahan-bahan tersebut disusun 

secara sistematis dan dijadikan satu kesatuan yang 

utuh yaitu kesimpulan. 

G. Sistemstika Pembahasan 

Dalam penulisan skripsi ini, memiliki sistematika 

yang terbagi ke dalam beberapa bab dan mengandung 

sub-sub tersendiri di dalam bab tersebut. Adapun 

penelitian ini dibagi menjadi lima bab, dengan rincian 

sebagai berikut: 
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Bab ke-I adalah pendahuluan untuk memberi 

gambaran pembahas skripsi secara keseluruhan. 

Pendahuluan menjabarkan latar belakang masalah 

yang berisi penjelasan dan uraian secara akademik 

untuk mengetahui alasan kenapa penulis 

mengangkat judul ini untuk diteliti, rumusan 

masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah 

pustaka, Kerangka teori, Metodologi penelitian, 

sistematika pembahasan.  

Bab ke-II berisi penjelasan landasan teori yang 

digunakan terhadap subyek penelitian ini, dimana 

teori digunakan penulis adalah Maslahah 

Mursalah. 

Bab ke-III gambaran umum tentang penjelasan 

dan pembahasan berkaitan dengan Efektifitas 

Pilkada Serentak pada kondisi brncana nonalam 

COVID-19.  

Bab ke-IV merupakan analisis hasil penelitian 

penulis sekaligus menjawab rumusan masalah 

mengenai Efektifitas Pilkada Serentak menurut 

KPU tentang Peraturan Komisi Pemilihan Umum  

No 13 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pilkada 

Serentak 2020 Lanjutan Dalam Kondisi Bencana 

Nonalam (COVID-19) Perspektif Mashlahah 
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Mursalah.  

Bab ke-V adalah penutup yang terdiri dari 

keseluruhan rangkaian pembahasan yang berupa 

kesimpulan dan saran terkait penelitian.
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BAB V  

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis dalam pembahasan 

penelitian ini, penulis menyimpulkan bahwa: 

1) Berdasarkan Putusan KPU pada Peraturan Komisi 

Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 13 Tahun 2020 Tentang 

perubahan kedua atas  Peraturan Komisi Pemilihan Umum 

Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan 

Gubernur dan Wakil gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, 

dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan 

Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 

2019 (COVID-19). Pengambilan kebijakan tersebut 

bertujan untuk stabilitas pelaksanaan Pemilihan Kepala 

Daerah serentak pada masa COVID-19, sehingga dapat 

terwujud Pilkada serentak yang berkualitas, berintegritas  

tanpa  tekanan, tanpa mengesampingkan aspek-aspek 

kesehatan dan merenggut hak-hak masyarakat. Sesuai 

dalam UUD NRI 1945 yang pada Pasal 28I ayat (1) 

dijelaskan bahwa: ”hak untuk hidup, hak untuk tidak 

disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak 

beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui 

sebagai pribadi di hadap hukum, dan hak untuk tidak 

dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah 

hakasasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam 
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keadaan apapun”. Hal ini juga menjawab bahwa 

pemerintah khususnya Presiden selaku pemimpin negara 

dan KPU selaku pelaksana Pilkada serentak pada masa 

pandemi COVID-19, dengan masukan-masukan dari tokoh 

dan para ahli di bidangnya serta membandingan dengan 

negara-negara yang telah sukses melaksanakan Pilkada 

pada masa Pandemi COVID-19 seperti Korea Selatan, 

Selandia dan Singapura. Pemerintah dan KPU dapat 

membuat kebijakan yang dampaknya positif bagi 

masyarakat dalam tempo waktu yang singkat untuk 

mengatasi kedaruratan (state of emergency). Sehingga 

kebijakan yang diambil dapat menjadi solusi bagi 

Masyarakat keluar dari kondisi darurat. 

2) Pengambilan kebijakan pelaksanaan Pilkada serentak 

2020 pada masa pandemi COVID-19 adalah bagian dari 

usaha pemerintah supaya Masyarakat tetap mendapat hak 

politik dan hak sehat/hidup secara adil dengan sebaik-

baiknya atau maslahah. Keputusan yang diambil 

pemerintah dengan penuh pertimbangan matang oleh para 

ahli pada bidangnya, pentingnya pelaksanaan Pilkada 

serentak 2020 karena optimisme pemerintah dan 

masyarakat terhadap pemimpin-pemimpin yang terpilih 

dapat menanggulangi problem pandemi COVID-19 ini. 

Karena semakin ditunda pelaksanaan Pilkada Serentak 

2020 maka semakin banyaknya hak politik, demokrasi 

yang tidak terpenuhi sehingga timbul bermunculan 



  

172 

masalah-masalah baru kedepannya. Dalam kondisi 

keadaan darurat sangatlah  penting bagi pemerintah 

bersikap cepat dalam mengambil kebijakan, yang mana 

dalam waktu singkat mendesak dan memerlukan tindakan 

segera yang kemudian terbentuklah kebijakan-kebijakan 

yang efesien dan efektif bagi masyarakat. 

Dalam perspektif maṣlaḥah mursalah. Dalam 

pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 pada masa pandemi 

COVID-19 melahirkan tanggung jawab pemerintah dalam 

bidang kesehatan juga keselamatan jiwa masyarakat 

sebagaimana tercantum dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 

1945 bahwa “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir 

batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan 

hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh 

pelayanan kesehatan”. 

Namun, disisi lain negara dalam hal ini pemerintah 

harus memenuhi hak demokrasi dan hak politik rakyat 

demi tetap terjaga nya stabilitas bernegara. Sehingga 

menurut penulis pengambilan kebijakan dalam keadaan 

darurat yakni pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 pada 

masa pandemi COVID-19 yang tertuang pada Putusan 

KPU dalam PKPU No 13 Tahun 2020 sangat membantu 

masyarakat untuk mendapatkan hak sehat, hak hidup dan 

hak politik mereka serta putusan yang maslahah pada 

masyarakat Indonesia umum nya dan khusus nya stabilitas 

pemerintahan. Seperti dalam kaidah ushul fiqh: 
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“Tasharruful Imam ‘Ala al Ra’iyyah Manutun Bi Al-

Mashlahat”. Bahwa kebijakan seorang pemimpin terhadap 

rakyatnya bergantung pada kemaslahatan. Apa yang 

dijelaskan diatas lebih condong mengandung 

kemaslahatan daripada kemudharatan. Dalam hal ini 

menggambarkan pemerintah yang dewasa dan matang 

yang kedepannya dapat mengabil dan menghasilkan  

kebijakan-kebijakan yang maslahah apabila negara dalam 

kondisi darurat (state of emergency). 

B. Saran 

Dalam keadaan darurat negara (state of 

emergency), Pemerintah presiden sebagai pemimpin 

negara. untuk melaksanakan segala tanggung jawabnya, 

maka harus mengambil kebijakan yang tidak 

mendatangkan kemudharatan atau kejelekan yang 

merugikan masyarakat dan alih-alih memperburuh 

keadaan. Dalam hal ini dalam pengambilan kebijakan 

harus sesuai undang-undang dan memperhatikan atau 

melihat dari berbagai aspek sudut pandang. Kemudian 

untuk memaksimalkan tugasnya pemerintah setiap akan 

mengeluarkan kebijakan harus mempunyai tujuan yang 

jelas dan bermanfaat untuk masyarakat pada umumnya 

bukan untuk individu khusus.  

Oleh sebab itu, maka saran penulis terhadap 

pengambilan kebijakan pelaksanaan pilkada serentak pada 
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masa pandemi COVID-19 dan kebijakan lainnya pada saat 

negara dalam keadaan darurat, yang sampai saat ini sudah 

terlaksana dan bisa dibilang maslahah untuk semua 

masyarakat adalah sebagai berikut: Kedepannya Dalam 

proses pembuatan kebijakan, harus mengkaji kebijakan 

dari kacamata yang penuh perhitungan dan secara 

obyektivitas. Karena kebijakan adalah bersifat rasional, 

sehingga kebijakan harus berdasarkan informasi yang 

lengkap dan seluruh variabel diidentifikasi. Kemudian 

pada saat proses kebijakan, model ini dilakukan 

berdasarkan langkah-langkah, fase, dan proses yang logis 

prosesnya meliputi kalkulasi, proyeksi, perencanaan, dan 

formulasi, dan harus berdasarkan kelengkapan informasi. 

Kesuksesan kebijakan akan ditentukan oleh respon dari 

masyarakat. Diharapkan kedepannya dalam mengambil 

kebijakan pemerintah memperhatikan aspek-aspek diatas 

sehingga dalam keadaan darurat pun kebijakan pemerintah 

tepat sasaran dan menimbulkan kebermanfaatan serta 

berdampak positif. 
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